
Bukittinggi, 26 desember 2023 

 

Kepada Yth: 

Rektor UIN SMDD Bukittinggi 

di- 

 Bukittinggi 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

 

 Dengan Hormat, 

 

 Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama  : Soraya Oktarina, M.I.P 

NIDN  : 2016108801 

Pangkat/Gol : CPNS/IIIb 

Unit Tugas :  Dosen Pend. Kewarganegaraan (FSYARIAH)) 

 

 

 Dengan ini mohon kepada Ibu untuk dapat memberikan Surat Tugas Pengabdian yang 

akan di gunakan untuk BKD semester ganjil 2023/204, surat tugas yang dimaksud adalah : 

 

Judul Pengabdian Waktu 

pengabdian 

Nominal yang di 

dapatkan 

 

KEGIATAN PEMATERI SEMINAR 

NASIONAL HIMPUNAN 

MAHASISWA PROGRAM STUDI 

SOSIOLOGI AGAMA UIN 

BUKITTINGGI 

DENGAN TEMA “KONTRUKSI 

PERAN POLITIK PEREMPUAN 

DALAM BUDAYA 

MINANGKABAU 

 

kamis, 9 November 

2023 

 

 

750.000 

 

 

 Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenarnya dengan harapan Ibu dapat 

mengabulkannya dan terima kasih atas perhatian Ibu. Semoga Allah menjadikannya sebagai 

ibadah dan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal’alamin. 

 

         

Wassalam 

        Yang bermohon 

 



 
 

        Soraya Oktarina, M.I.P 

 

 
 











RAB KEGIATAN PEMATERI SEMINAR NASIONAL HIMPUNAN MAHASISWA 

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA UIN BUKITTINGGI 

DENGAN TEMA “KONTRUKSI PERAN POLITIK PEREMPUAN DALAM BUDAYA 

MINANGKABAU” 

 
NO 

 
JENIS 

 
TOTAL 

PEMASUKAN 

1 Honor 
1jp  @500.000 

1.000.000 

PENGELUARAN 

1 transportasi 100.000 

2 Atk 50.000 

3 Kuota 100.000 

total  750.000 
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PEREMPUAN??

JENIS 
KELAMIN

JENIS KELAMIN

Perbedaan organ biologis
laki-laki dan perempuan
khususnya pada bagian

reproduksi.

- Ciptaan Tuhan
- Bersifat Kodrat

- Tidak dapat berubah
- Tidak dapat ditukar

- Berlaku kapan dan di mana saja

GENDER

Buatan manusia
- Tidak bersifat Kodrat

- Dapat berubah
- Dapat ditukar

- Tergantung waktu dan 
budaya setempat

TEORI
NATURE

Beda
Biologis

&
Naluri

Falsafah
Plato &

Sosiologi

MASYARAKAT STRATA &
BAGI TUGAS

KELUARGA

LAKI-LAKI

MASKULIN

PEREMPUAN
FEMININ

STRUKTURAL
FUNGSIONAL

TEORI NATURE
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TEORI

NURTURE

SETIAP
MANUSIA

PUNYA HAK
SAMA

MENGEJAR
KESAMAAN

50 : 50

PERBEDAAN HASIL
KONSTRUKSI SOSIAL

TERTINDAS

DIALEKTIK

MENINDAS

SOSIAL
KONFLIK

TEORI NURTURE

KELUARGA

MASYARAKAT

RITUAL AGAMA
KESEIMBANGAN

EQUILIBRIUM

KONSTEKTUAL

SITUASIONAL

BUDAYA LOKAL

EKON- SOSIAL

ADAT ISTIADAT

Equality
in

Diversity

TEORI 
EQUILIBRIUM

MASALAH YANG TIMBUL

Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat 2020-2022

Berdasarkan Laporan
Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota 
Padang tahun

2021,sebanyak 53.052 
perempuan Kota Padang 
terdata sebagai kepala

keluarga. Kepala
Keluarga tidak hanya

bagi mereka yang  
berjenis kelamin laki-laki

saja tetapi
perempuanpun ada yang 
berperan sebagai kepala

keluarga dikarenakan
kondisi yang memaksa. 

N

o

Status kedudukan dalam

pekerjaan

Total

1 Pekerja bebas 2.711

2 Buruh/pegawai/karyawan 82.392

3 Buruh di bayar/buruh tetap 4.064

4 Buruh tidak dibayar/buruh

tidak tetap

20.229

5 Berusaha sendiri 31.405

6 Pekerja keluarga/tak dibayar 24.432

Status Pekerjaan Utama  
Perempuan Tahun 2020

PANDEMI COVID KOTA 
PADANG BAGI PEREMPUAN

Terjadi kenaikan
tingkat pengangguran
terbuka tahun 2020  di 

angka 13,64 %

PANDEMI COVID 
KOTA PADANG 
bagi perempuan N

O
TAHUN TOTAL KASUS

1 2020 12.444

2 2021 29.573

3 Hingga Agustus 
2022

7000 lebih

Rekap Kasus Covid-19 Puskesmas Kota 
Padang Tahun 2020- Saat Ini

Kasus kekerasan
perempuan yang 
Diterima LSM 
Nurani Perempuan

JENIS KASUS 2020 2021

PERKOSAAN 34 26

TRAFFIKING 2 0

PENGANIYAYAAN 2 0

PELECEHAN SEKSUAL 13 15

EKSPLOITASI SEKSUAL 3 1

KEKERASAN DALAM 
RUMAH TANGGA

32 47

SODOMI 1 4

NON-KTP-BG 1 2

KBGO (Eksploitasi Gambar) 6 9

JUMLAH 94 104
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No Kategori 2019 2020 2021

1 Ibu hamil 18,192 13,843 17.317

2 Ibu bersalin

dan nifas

17,365 13,843 13.775

Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Ibu
Hamil, Ibu Bersalin, Dan Ibu Nifas
Menurut Kecamatan Dan Puskesmas
Kota Padang Tahun 2019-2021 N

o

Kasus kematian
2019 2020 2021

1 Ibu hamil
5 9 7

2 Ibu bersalin
1 3 6

3 Ibu nifas
10 9 17

4 Angka Kematian

ibu (dilaporkan)
- 152 218

Jumlah Kasus Kematian Ibu 
Di Kota Padang Tahun 2019-2021

PANDEMI 
COVID KOTA 
PADANG bagi
perempuan

BAGAIMANA MERUBAH PERILAKU

BUTA
GENDER

SADAR
GENDER

PEKA
GENDER

MAWAS
GENDER

PEDULI
GENDER

Gender
blind

Gender
awareness

Gender 
sensitive

Gender
perspective

Gender
Concern/
responsive

Apa gender?
Siapa? 

Peran gender
Diskriminasi

Mengapa
ada pembe-

daan?

Apa ada ma-
salah?

Masalah apa?
Mengapa?

MENEMPATKAN WAKIL ATAU UTUSAN 
PEREMPUAN DIBANGKU PEMBUAT DAN 

PENGAMBILAN KEBIJAKAN

KEBIJAKAN 
RESPONSIF 

GENDER

BAGAIMANA 
CARANYA?

PEREMPUAN 
BERPOLITIK

HAK DAN PERAN PEREMPUAN

.

Pasal dan Perjanjian menyangkut Hak Asasi Perempuan

Pasal 27 UUD 1945
“Semua orang sama kedudukannya 

dihadapan hukum”

Perjanjian mengenai Hak Politik 
perempuan (Convention on Political 

Rights of Women)

Perjanjian mengenai penghapusan diskriminasi 
terhadap Perempuan    (Convention on the Political 
Elimination of All Forms of Discrimination Againts 

Women)

Hak Politik Perempuan

Pasal 7 (CEDAW)

Pasal 8

Hak untuk memilih dan dipilih

Hak untuk berpartisipasi dalam perumusan 
kebijaksanaan pemerintah dan implementasinya

Hak untuk memegang jabatan dalam pemerintah dan 
melaksanakan segala fungsi pemerintahan disegala 

tingkat

Hak berpartisipasi dalam organisasi dan 
perkumpulan non pemerintah yang 

berhubungan dengan kehidupan masyarakat 
dan politik bernegara

Mereka pada tingkat internasional dan berpartisipasi 
dalam pekerjaan untuk mewakili pemerintah dalam 

tingkat internasional dan berpartisipasi dalam 
organisasi internasional

Hak berpartisipasi dalam organisasi dan 
perkumpulan non pemerintah yang berhubungan 

dengan kehidupan masyarakat dan politik bernegara
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UU No.68 Tahun 1958 (Konvensi hak politik perempuan, 
pada 1952 diterima PBB dan telah diratifikasi oleh DPR RI)

Pasal I : Menetapkan bahwa “Perempuan berhak 
memberikan suara dalam semua pemilihan dengan 

status sama dengan pria tanpa diskriminasi.”

Pasal II : Menyatakan “Perempuan dapat dipilih untuk 
semua badan elektif yang diatur dengan hukum 
nasional, dengan status sama dengan pria tanpa 

diskriminasi.”

Kovenan hak sipil dan politik (International Covenant on 
Civil and Political Rights) yang belum diratifikasi oleh DPR

Pasal III : Menyatakan “Negara-negara peserta 
Kovenan ini sepakat untuk menjamin hak yang sama 
bagi pria dan perempuan untuk menikmati hak-hak 
sipil dan politik yang dicanangkan dalam Kovenan 

ini.”

Hak Politik Perempuan dirumuskan 
juga dalam UU No.12 Tahun 2003 

tentang pemilu memberi peluang baru 
dengan menetapkan Pasal 65 ayat 1

“Setiap partai politik peserta pemilu dapat 
mengajukan calon anggota DPR, DPRD 

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk 
setiap daerah pemilihan dengan 

memerhatikan keterwakilan perempuan 
sekurang-kurangnya 30%.”

BAGAIMANA KONDISI KETERWAKILAN 
PEREMPAUAN DI SUMATERA BARAT?

KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIVE PROVINSI SUMATERA BARAT
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tiga faktor utama yang memiliki pengaruh
yang signifikan pada tingkat keterwakilan

perempuan dalam lembaga-lembaga yang 
anggotanya dipilih, yaitu sistem pemilu, peran
dari organisasi-organisasi partai politik, dan 

penerimaan kultural

• Banyak caleg perempuan yang diusung oleh partai politik belum memiliki kompetensi yang baik
dalam kompetensi akademis dan kompetensi bidang politik, dan kebanyakan caleg perempuan
yang diusung oleh partai politik bukan figur yang dikenal oleh masyarakat. 

• Partai politik merekrut perempuan menjadi calon anggota legislatif belum melihat berdasarkan
kemampuan. Namun, lebih pada persoalan formalitas untuk memenuhi amanah undang-undang
yang mewajibkan partai mengakomodir keterwakilan 30 persen perempuan. 

• Partai politik tidak menyediakan program pemberdayaan dan peningkatan kualitas kader
perempuan di partai khususnya yang menjadi caleg, sehingga partai hampir tidak memiliki kader
perempuan yang berkualitas dan dapat menjadi figur di masyarakat.

• Perempuan yang sudah duduk di DPRD belum dapat berbuat banyak dalam menyalurkan aspirasi
konstituen yang diwakilinya sehingga perempuan dianggap tidak bisa mewakili suara rakyat apabila
dipilih sebagai anggota legislatif. 

• Belum ada sanksi tegas yang dikenakan kepada partai politik yang hingga saat ini belum
melaksanakan perintah UU Pemilu berkaitan dengan kuota 30% ini

PERAN PARPOL

HAMBATAN-HAMBATAN KULTURAL

1. Perempuan Perempuan lebih banyak diperankan dalam sektor domestik sebagai ibu dan 
istri, pengambilan keputusan dalam keluarga masih didominasi oleh laki-laki. Begitu juga 
di dalam politik, keberadaan perempuan sering dianggap remeh oleh politisi laki-laki. 
Kultur hubungan patriarki membuat keberadaan perempuan selalu dinomorduakan.

2. Adanya persepsi negatif terhadap politik. Sebagian perempuan tidak ingin mengambil
bagian dalam politik karena dianggap penuh permainan kotor

3. Untuk menjadi politisi harus mempunyai popularitas.
4. Politik membutuhkan biaya yang mahal dan untuk itu perempuan harus mempunyai

modal finansial yang besar. 
5. Adanya hubungan famili/ dinasti; dan 
6. Politisi laki-laki yang jumlahnya banyak, sebagian besar menentang keterwakilan

perempuan karena dianggap sebagai ancaman.

bundo kanduang
sebagai limpapeh rumah nan 

gadang, umbun puruik
pagangan kunci, pusek jalo

kumpulan tali, sumarak dalam
nagari dan sebagai nan gadang

basa batuah, ka 
undang undang ka Madinah, ka 

payuang panji ka sarugo

Posisi kaum
perempuan menurut
adat Minangkabau 

adalah sebagai
tokoh sentral. Peran

tersebut berlaku
baik di sektor

domestik maupun
publik.

PERAN PEREMPUAN DI MINANGKABAU

Sistem
Matrilineal

manuruik alua nan luruih
(mengikuti aturan), 

manampuah jalan nan pasa
(mengikuti cara yang 

benar), mamaliharo harato
pusako (memelihara harta
pusaka), mamaliharo anak
kamanakan (memelihara

anak kemenakan).

PERAN PEREMPUAN DALAM 
PERCATURAN POLITIK DI 

MINANGKABAU

Mande rubiah
(seorang tipikl ratu dalam

masyarakat lunang di pesel yang 
memiliki pengaruh kuat dalam
masyarakat, berperan dalam

berbagai urusan public sebagai
pengontrol kekuasaan

Rasuna Said
seorang orator handal . Wanita 

yang lahir di Agam, 14 September 
1910 ini dikenal sebagai pejuang

kemerdekaan. 
Pemilik nama lengkap Hajjah

Rangkayo Rasuna Said ini dalam
perjuangannya tidak hanya fokus

pada hak-hak wanita. Tetapi ia juga 
memperjuangkan terkait

pendidikan dan juga politik.

Siti Manggopoh
. Sebagai pejuang, ia

tampil memimpin
perjuangan melawan

tentara Belanda dalam
perang Belasting (Pajak

Uang).

Dikisahkan, Siti 
Manggopoh menjadi

salah seorang wanita yang 
ditakuti Belanda. Sebab, 

pasukan di bawah
pimpinannya mampu

menewaskan 53 tentara
Belanda.

Rohana Kudus. 
Wanita ini merupakan seorang guru dan pendiri sekolah khusus perempuan.

Ia dikenal sebagai multitalenta karena juga bisa berperan sebagai seorang penulis, 
wirausaha, dan juga pemimpin redaksi di berbagai surat kabar perempuan. Rohana
Kudus pun pintar menggunakan tiga bahasa, bahasa Arab, latin, dan Arab Melayu.

• Kekuasaan bundo kanduang sebagai symbol keperempuan di 
Minangkabau sebagai fungsi control pemerintah nagari sudah jauh
berkurang

• Kekuasaan perempuan Minangkabau masih kuat terutama dalam
aktvitas kehidupan sehari hari dalam adat

• Partisipasi perempuan dalam politik terbatas pada tingkat elite, 
hambatan yang dihadapi adalah peran ganda, konflik peranan
sebagai ibu dan istri, definisi masyarakat, dan secara umum kolega
laki laki menilai perempuan tidak setara

• Perempuan tersisih dari public karena penjajahan, mereka
terkonsentrasi di ruang domestik

PERAN POLITIK PEREMPUAN MINANGKABAU SAAT INI







 


